
BUPATI LUWU 

Menimbang: 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

Mengingat : 

KEPUUSAN BUPATI LUWU 
NOMOR 260 /V /2023 

PENETAPAN STATUS TRAITSISI DARURAT MENUJU KEPEMULIHAN PENANGANAN BENCANA BANJIR DI KELURAHA N SAKTI, DESA TANARIGELLA, DESA PABERASSANG, DESA BARCWA, DESA POSI, DESA TIROMANDA, 

TENT'ANG 

DESA PADANGKALUA KECAMATAN BUA, DESA LAMASI PANTAI KECAMATAN WALENRANG TIMUR, DESA POMPENGAN, DESA POMPENGAN TENGAH KECAMATAN LAMASI TIMUR, DESA SALUTUBU, DESA PONGKO, DESA BOSSO TIMUR KECAMATAN WALENRANG UTARA KABUPATEN LUWU 

BUPATI LUW. 

bahwa sehubungan dengan berakhirnya Keputusan Bupati Luwu Nomor 244/V/202.3 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana banjir di Kelurahan Sakti, Desa Tanarigella, Desa Paberassang, Desa Barowa, Desa Posi, Desa Tiromanda, Desa Padangkalua Kecamatan Bua, Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Timur, Desa Pompengan, Desa Pompengan l'engah Kecamatan Lamasi Timur, Desa Salutubu, Desa Pongko, D sa Bosso Timur Kecamatan Walenrang U tara IKabupaten Luwu; 
bahwa dalam rang sa mengantisinasi dampak bencana yang lebih meluas masih perlu dila <ukan upava-upaya penanganan darurat menuju kepemulihan sesu ii standar prosedur penanganan pada masa tanggap darurat; 
bahwa berdasark n pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamn huruf a dan hurut b, serta dengan memperhatikan surat Kepala Badarn Penanggulangan Daerah Kabupaten Luwu 

Bencana 
Nomor 360/20 BPbD/V/2023, 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat I| di ulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomo 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lemba ar: Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 66, Tan1bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4723): 

perlu ditetapkan dengan 
Keputu san Bupati 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234) selbagaimaua telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Leinbaran Negara 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Republik Indonesia 

Indonesia Nomor 6801l); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 244, 
sebagaimana telan diubah beberapakali terakhir 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undeng Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-[Indang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesi.a Nomor 6856); 

6. 

Nomor 5587), 
dengan 

5. Peraturan Pemerir tah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 
Peraturan Pemerin Lah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencar.a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomoi 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 

7. Peraturan Menter Dalam Ne,eri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prod uk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo: 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prod uk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomoi 157); 
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pecdoman Komando Tanggap Darurat Bencana: 
Peraturan Kepala Hadan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentan: Pos Komando Tanggap Darurat Bencana: 

|0 Peraturan Kepala I Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 T'ahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indormesia T'ahun 2020 Nonor 482): 
Peratwran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2016 tentang P'envclenggarnan Penanggulangan Bencana: 

12 Peraluran Daerah kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan usunan Perangkat Daerah; 
I'eraturan Daerak Kabupate Luwu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggarn Pendap. itan dan Bianja Daerah Kabupaten Luwu 

I+ Peraturan Bupati L iwu Nomor 123 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisa :i, T gas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Be:ncana Daerab: 

15. Peraturan Bupati Luwu Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan can Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

"ahun Anggaan 20 23: 



Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

EEMPAT 

KELIMA 

Status Transisi Daru rat Menuju Kepenuulihan dalam rangka Penanganan 
Bencana Banjir di Kclurahan Sakti, Desa Tanarigella, Desa Paberassang, 
Desa Barowa, Desa Fosi, Desa Tiromanda, Desa Padangkalua Kecamatan 
Bua, Desa Lamasi Pantai Kecaimatan Walenrang Timur, Desa Pompengan, 
Desa Pompengan Tengah Kecamatan Lamasi Timur, Desa Salutubu, Desa 
Pongko, Desa Bosso Timur Kecamatan Walen"ang Utara Kabupaten Luwu. 
Penetapan Status Transisi Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum 
Kesatu dalam rangka penangana.a darurat bencana banjir yang berangsun8 
selama 3 (tiga) bulen, terhitung sejak (23 Mei 2023 sampai dengan 

22 Agustus 2023 ). 
Jangka waktu tanggap darurat sebagairnana dimaksud Diktum Kedua dapat 

diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan 
penanganan darurat encana di la Tangan. 
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Segala biaya yang tin bul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini 
dibebankan 

Daerah Anggaran pada dan Pendapatan 

"nbuat, Scp. a Vth 

MEMUTUSKAN: 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan 
sebagaimana mestiny . 

iate: Daiaan Negri Ri i Jakarta: 

oiieil Sul-Sri i Mi:skassar; 

/t 3/Bb/Sh FiGGWDARUKAI BANJHRS 

Diletapken di Belopa 
adk taUggal 23 Mei 

BUPATUWU, 

BASMIN 

I:aeidur nspcktorat Derah Kabupaten wu di lBelopa; 
iiepila BPNiD Nat, LuWi di Belopa: 
iengtl. 

Belanja 
Ihabupaten Luwu Tatun Anggaran 2023 melalui pos anggaran berkenaan, 
cdan Pos Anggaran lainnya sesuai keter tuan peraturan perundang 

undangan. 
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